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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTATOMOHON

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTATOMOHON TAHUN 2023

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1Mengingat

SALINAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a Bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan

terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang

menglrambat pencapaian tujuan atau sasaran

instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan

risiko secara tepat dengan melakukan penilaian

risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I 3 ayat (l)

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi

Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tomohon tentang Penetapan Hasil Penilaian

Risiko Dan Kegiatan Pengendalian kvel Entitas Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Tahun 2023.
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tefiang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang- Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 142, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2,

Tambahal l.embaran Negara Nomor 6718);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan Nomor Per-1326 / K/ LBl2009 tentang

Pedoman Teknis Penyelensqaraan SPIP;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9841;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

ee);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

197lPR.01.3- Kpt/Ol/WU /IV l2O2O tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Nomor 156/PR.O1.3-Kpt/7173/Kotas/lX/2021

tentang Rencana Strategis Komisi Pemiihan Umum

Kota Tomohon Tahun 2O2O-2O24

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon Nomor 1 6 I / PR.0 1.3-Kpt / 7 17 3 / Kota / 2O2 |
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi

Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON TENTANG PENBIAPA HASIL PENILAIAN

RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL

ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON TAHUN 2023

Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan

Pengendalian level Entitas di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023,

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian tevel

Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri

dari:

1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

sebagaip6113 terlampir dalam Keputusan ini;

2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam

penilaian risiko, sebagaimana terlampir dalam

Keputusan ini;

3. Penetapan Tujual Level Entitas, sebagaig16114

terlampir dalam Keputusan ini;

4. Identifikasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam

Keputusan ini;

5. Anilisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta

Risiko, sefoqgaimqns terlampir dalam Keputusan

ini;
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6. Indikator Risiko/Evaluasi Risikosebagaimana

dalam terlampir dalam Keputusan ini; dan

7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana

AksiPengendalian Risiko sebagaimana terlampir

dalam Keputusan ini.

Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian kvel
Entitas selagaimen2 dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi

acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam

melakukan kegiatan pengendalian level entitas;

Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian l,evel

Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di

setiap tahun;

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan

diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 12 Apil 2O23

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

r.-N

{oI

U,},

ElA(Fa-

Runtukahu
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I,AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON

NOMOR: ....TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN HASIL PENII,AIAN RISIKO DAN

KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON TAHUN 2023

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

NO
KATEGORI

RESIKO TOPIK RESIKO
PERNYATAAN

RESIKO
POTENSI DAMPAK REFERENSI

I EKSTERNAL

Sosial dan

Politik

Kegagalan
memallami
peraturan dengan
baik

Pelaksanaan
tahapan tidak
sesuai dengan
regulasi

Efektifrtas
Komunikasi Antar
Lembaga

Te{adi
Miskomunikasi
Perbedaar Arah
Kebijakan

Terhambatnya
proses penetapan
Tahapan Pemilu
dan Pemilihan

Regulasi yang
berubah-ubah

Pemahamar yang
tidak komprehe

Mempengaruhi
Efektifitas
pelaksanaan
tahapan

Pengaruh
Terhadap
Partisipasi
Masyarakat

Penurunan
Partisipasi
Masyarakat Akibat
Pandemi Covid- 19

Ekonomi

Anggaran
refocusing

Ada Program-
program yang tidak
dijalarkan

Lingkungan

Bencana Alam
Terhambatnya
distribusi logistik ke
daerah kepulauan

Mempengaruhi
Irgistik Pemilu dan
Pemilihan Tidak
Tepat Waktu

Keterbatasan
Lingkungan Kerja

Penggunaan
Fasilitas Umum
pada Apel senin
pag, tidak ada
lahan parkir

Keuangan Anggaran Pemilu

Pengusulan
Anggaran Hibah
yang Belum
Disetujui Oleh
Pemerintah Daerah

Kegiatan Yang
Sudah Di
rencanakan Belum
Bisa Dilalsana

IT&
Infrastruktur

KeaInanan
Jaringan IT Dan
Kompute

Menghambat
Tahapan Pemilu
dan Pemilihan

Infrastruktur
Perangkat Intemet
Yang Kurang
Mendukung

Terhambatnya
Penguploadan Data

Regulasi yarg
terlambat
ditetapkan

Pandemi Covid- 19
mempengaruhi
kegiatan sosialisas

Kondisi ekonomi
akibat paldemi
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NO
KATEGORI

RESIKO TOPIK RESIKO
PERIiIYATAAN

RESIKO

POTENSI

DAMPAK
REFERENSI

II INTERNAL

Strategik

Kesesuaian
Perencalaan

Ketidal<sesuaian
Antara Rencana
Strategis Dengan
Realisasi
Kegiatan

Penilaial
Terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Menurun

Personil

Kemampuan
Badan Adhoc
Masih Minim
Delarn
Memahami
dan
menerapkan
Regulasi

Pelaks,anaan
Tugas Kurang
Efektif

1.
Penyelenggaraan
Pemilu da,n
Pemilihan Yang
Tidak Sesuai
Regulasi, 2.
Terjadinya
Sengketa Proses
Dan Pelanggaran
Admistr:asi Pemilu
dan Pemilihan
Serta Pidana

Proses Hambatan
terhadap
pelaksanaan
tupoksi

Kine{a sesuai
dengan target
belum tercapai

IT dan
Infrastuktur Upload Data

Ke
Pusat/ Server

Respon Dari
Server Pusat
Lambat Dalam
Pengupload Data

Inovasi

Banyak Aplikasi
Pendukung Yang
Dibuat Untuk
Kelancaran Kerja
Tetapi
Penerapannya Di
Lapangan Tidak
Mal<simal

Tidak Efisien

Keuangan

Kurangnya
Tenaga
Pendukung Di
bagian
Keuangan

Performa Kinerja
Pengelola
Keuangan
Menjadi Kurang
Maksimal

Tidak
Maksimalnya
Pmses transa-ksi
Keuangan dan
Penyusunal
Iaporan
Keualgan Di
Tengah Tahapan
Pemilu dan
Pemiliha:e Yang
Padat

Informasi Terlarnbatnya
informasi
terkait juknis
tahapan

Persiapan
tahapan pemilu
menjadi tidak
maksimal

Mempengaruhi
kinerja pada
badan adhock

Komunikasi
Internal yang
tidak
maksimal

Terhambatlya
Data
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Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Tekris Penyelengaraan SPIP di Lingkungan KPU

KzuTERTA DAN SKAI-A DAMPAK TER.'ADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA Kriteria Kemunqkinan Defi nisi Kriteria Kemunqkinan

1 Sangat Kecil/Jarang Mungkin terjadi hanya dalam kondisi
tidak normal; Probabilitas 0-20%

2 Mungkin terjadi pada beberapa waktu;
Probabilitas 21o/o - 40o/o

3 Kemungkinan Sedang/
Moderat

Dapat Terjadi pada beberapa waktu;
Probabilitas 41% - 60%

4 Kemungkinan Besar Akan mungkin terjadi pada banyak
keadaan; Probabilitas 61%-80%

5 Hampir Pasti Dapat terjadi pada banyak keadaan;
Probabilitas 81o/o-1 0Oo/o

ASPEK

Pencapaian
Sasaran

Finansial K6rusakan
Linqkunqan

Keselamatan
Keria

Hukum

I Tidak
Signifikan

Tidak
bedampak
pada
penc€paian
sasaran
secara
umum

Tldak ada
Kerugian
financial

Tidak ada
cidera

Tidak ada
dampak
hukum

2 Kecil Menggangg
u
pencapaian
sasaran
meskipun
tidak
sionifikan

Kerugian
financial
kecil

Polusi yang
signifikan/
Dampak
lingkungan
Kecil

Perlu
perlolongan
pertama

Dampak
hukum kecil
(Sanksi
peringetan)

3 Sedang Menggangg
u
pencapaian
sebagian
sasaran
sec€lra
sionifikan

Kerugian
financial
sedang

Polusi yang
serius/
Dampak
lingkungan
sedang

Perlu
penanganan
medis

Dampak
Hukum
Sedang
(Peringatan
Keras/
Pidana
ringan)

4 Besar Sebagian
sasaran
tidak
tercapai

Kerugian
financial
besar

Kejadian
lingkungan
besar

Cidera yg
meluas

Dampak
hukum
besar
(Pemberhen
tian darr

iabatan/
PSU/kurung
an badan)

Sangat
b€sar/Katast
rofik

Seluruh
sasaran
tidak
tercapai

Kerugian
financial
sangat
besar

kematian Dampak
hukum
sangat
besar
(Pemberhen
tian
tetap/ancam
an pidana
lebih dari 5
tahun)

Kemungkinan Kecil

LEVEU SKALA Kriteria Dampak

Polusi
ringar/
Tidak ada
dampak
lingkungan

Kejadian
lingkungan
yang
dahsyau
Katastrofik
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Range Warna Level Risiko Tindakan yang
diambil

Ekstrim Diperlukan
tindakan segera
untuk mengelola
risiko
Unacce table

9-12

6-8 Diambil tindakan
jika tersedia
sumberdaya
(Supliementary

| /ssue)

4

3

2

Tinggi

1-5 rendah
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Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian
dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

13-25

MERAH

ORANGE

Diperlukan
tindakan untuk
mengelola risiko
1/ssue)

KI,JNING

sedang

BIRU

1 Tidak diperlukan
tindakan
(Acceptable)



-10-

Penentuan Prioritas Risiko: Dalam menentukan prioritas risiko, Priorias Nomor I adalah nilai
paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. Apabila
terdapat NILAI YANG SAMA maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria
risiko berikut in

Indikasi Risiko (lRU): menggunakan penyebab dari Identifikasi Menggunakal hal 22

Peraturan MneteriHukum dan HAM nomor 5 tahun2018. Menetapkan Indikator adalah

mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan an semesteran,

Menggunakankata bantu jur ah dan presentase. Menentukan batas aman melihat dari

data-data.

Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU.

NO Kriterla
Reslko

Keterangan

1 Risiko keuangan
dan Kekayaan
Negara

Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiscal
Pemerintah Pusat yang meliputi kerangka ekonomi
makro, penganggaran, Perpajakan, kepabeanan,
perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan
Negara yang eliputi barang milik Negara (BMN),
kekayaan Negara Yang dipisahkan, Infestasi
Pemerintah, dan kekayaan Negara Lainnya.

2 Risiko kebijakan Risikoyang
penetapan
otrganisasi.

berkaitan
kebijakan

dengan
internal

perumusan dan
maupun esternal

3 Risiko Reputasi Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan eksternal
terhadap Organisasi

4 Risiko Fraufd Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang
mengangdung unsur kesengajaan, niat,
menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan
penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan
memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat
berupa uang, barang /harta, jasa, dan tidak
membayar jasa, yang dilakukan satu individu atau
lebih dilingkungan organisasi.

5 Risiko kgal Risiko ynng berkaitan dengan tuntutan/ gugatan
hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi
atau iabatan.

6 Risiko
Kepatuhan

Risiko yang berkaitan dengan dengan
ketidakpatuhan organisasi atau pihal external,
seperti wajib pajak atau Kementrian/ kmbaga
terhada peraturan perundang-undangan,
kesepakatan internasional, atua ketentuan lain yang
berlaku

7 Risiko
Operasional

Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya
proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau
keselamatan kel'a individu.
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f,Eia[n untll Lli.tn y.rE er&lt di$$n &hn .tr iiiht
uldir

6

TsYdl,la DauEan S-ara dan

helrana Glr1a iLnhgl*n
lc*arEaran Tlqas XPU

TerE€darF ltrangr Sd'Jta d.n
kaarl. untlli ileflEnl,1i Kehrfuhan

KEa P@^'a yd1g B61t $ dengn Bak

n* ab m*n. ldt.B la!ffEn Flr.ri lEhaep sa.a dal

FaaE3.*rfiri 3rJ&h blpei{hi d€ngan b6it s€suar aE!6ren FB
tarlada

P.l3€nl&e sa-ana tsarEpo.bi uni*
llg1dI(,19 ki'Eii peg&i ya! daFl
dpdrfi

Bdm EFui derEa rak kilia lcbrkl dE€ ar ul* 3-aE
telpdE, Ea\id

Psrs.r*-€ hIB Flarban udr-k

nrEt,sr! hlgir !.F.{i fd.g dapd
dDcdrr

TiE(d M6rdr l(,€iB hdlt; Fk td-& ya1g ada sd r sren
c'arI fl.rnada Au (haauabr (ElFr r!ga'.l l€asa.Ia

P.nyt{ga-aan Oper6ird

P€dcrbran
{xFU) 8.rie DlfiEil Sa-dE

gr!-NLlhya Dl(uEEn S..em &n
Hlsrara gum MenrEtat(an
K€EEalaoTUSE XPU

P€rs..rc€ G€drE dan GLdarE lG!. I(PU

lcaTo.rdDo reEq @61 di)errlli
EAr rsrild 0!r! 3.d.i 3di!9. l,ErEllal a0ri1 sffi g[d-{
Fau

PorrE{Ean di Lhghigan
S46n KPU. Sdc&id KPU

Pl61lE anSdo€HKPU
t(*|FEn (ola

r&rlllldlr, rEnAkal
FTEEIXEI
BPI( SFIC &r APP leu ddan

FE+*nti€n lGlJ

PeGenb6€ pe0yel€saer

Gkcrn€nda €Pl":. gPle Can

APIP y g diix!*nft

8.8?. rd(oi.l1(Etsnr.g1 BPK fr{ birl ffidiir, !.r!f. En 1

FrFg* lft.Ef.ll- n g.a lJitlscnuaEflargPKP$en
dtrddd.rili

Pnolralltr.!E&ln sasaran rndrxaiof l(lnena 
^eoatan 
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IDENTIFIKASI RISIKO

P6rubehan
Juknis, Surat
Edaran yang
baru tsrkeit
logistik yeng
harus capat
disosuaiksn
dengan
pelaksanaannya

Risiko
Pengelolaan

internal Pengelolaan
logistik yang baik
akan berdampak
pada suksesnya
tahapan
PemildPemilihan

K6tua
KPU,SekrBtaris,
den Kasubag
KUL

Memahami
regulasi logislik,
membual SOP,
dan
melaksanakan
sesuai d6ngan
prinsip logistik
4T +'lE (TsPar
Waktu, T6pat
sasaran, Tepat
Jumlah, Tepat
Kualitas, dan
Efisien)

Ada
Masalah

Pengelolaan,
p€ngadaan,
distribusidan
pemeliharaan
logistik sudah
sesuai dengan
norma,
standerd,
prosedur, dan
kriteria

Kasubag
Keuangan,
Umum dan
Logislik

Ada
Prosedur, den
Kritsria.

Norma,

lndiketor Kineria
Keglatan (lKK)

Risiko

Permeaalehan Pemilik Uraian Sumber cruc
Pihak yang

Uraian Ter*ena

Psngendalian
lntem yang eda sisa rrsiko Kriteria Risiko

3 1 5 6 7 8 9 10 1'l 12 13



Pers€nlase
Ranctrgan
Keputusen KPU
Kota Tomohon
yang disusun dan
Diharmonisasi
Tepat wektu sesuai
Dengan kerangka
rogulasi KPU

Tidak Ada
Masalah

Tidek eda
masalah berarti,
karena
p6n6rapan soP
penyusunan
Rancangan
Keputusan
s€.ieuh inimasih
konsislen
dileksanakan

Psrsantesa
lOOo/o

Rancangan
K6putusan KPU
Kota Tomohon
yang disusun
dan
Diharmonisasi
Tepat waktu
s€suai Dengan
kerangka
regulasi KPU

Kasubbag
Hukum

Tidak ada internal Pros6s
panyusunen suatu
rencangan
kepulusan lelah
s€suai dengan
kelentuan yang
b€rleku

Ketua den
Anggota KPU
Kota Tmohont,
S6krotaris, Unit
Karja P6ngusul,
Unit Kerra
P6nyusun

Kartu Kondeti
ssbagai bontuk
kontrolyang ada
dalam setiap
p€nyusunan
SUatU rancangan
kaputusen.

Perubahan-
perubahan
kolenluenyang
harus c€pat
dilakukan
p6nyesuaian

Risiko
Operasional

Psrsentase produk
hukum yang
Dikelola Oan
didokumentasikan
sesuai peraluran
perundangF
Undangan

Tidak Ada
Masalsh

Tidak ada
rnasalah borerli,
kar€na
penerapan soP
pengelolaan
Ookumentasi
dan informasi
Hukum sejauh
ini masih
konsisten
dilsksenakan

P6rsentase
100v6

Kasubbag
Hukum

Tidak ada lntemal c Proses
pengelolaan dan
pendokumentasian
produk hukum
teleh sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku

Kasubbag
Hukum

Rapat
Koordinasi
meupun
evaluasi per
ssmsslorterkail
pengelolaan
Dokumenlasi
dan lnformasi
Hukum

Terbatasnya
fasililas
pondukung
pengelolaan
dokumenlasi
hukum yan9
dibuluhkan

Risiko
Operasional



Persentase
lnformasi produk
hukum Yang
disajikan secara
cepat, topat, dan
ekurat sesuei
Oengan SoP

Tidak Ada
Masalah

Tidak ada
masalah b€rerli,
karena
penerapan soP
pengelolaan
Dokumentasi
dan informasi
Hukum sejauh
ini masih
konsislen
dilaksanaksn

Persentase
,iOOYO

Kasubbag
HUkum

Tidak ada lnt€mal c Pros6s
pengelolaan
informasi hukum
l€lgh s6uai
d6ngan ket6ntuan
yang berlaku

Xasubbag
Hukum

Rapat
Koordinasi
maupun
6valuasi per
s6mesterterkait
pengalolsan
Dokumenlasi
dan lnformasi
Hukum

Ponysbaran
informasi
hukum yeng
b€lum tedalu
coPat
disebabkan
masih kurang
slabilnya
jaringan intcm€t

Risiko
Op6rasional

Presontesa
Tahapan
Pemilihan/Pemilihan
di Kabupaten/Kola
yang dilaksanekan
sosuai dengan
jadwal k6tsntuan
yang bsrlaku

Tidak Ada
Masalah

Tahapan
Pemilihan
berjalan sesuaa
jedwaltahapan
yang borlaku.
Pres6ntesa
100%

Kasubag
Teknis &
Hupmas

Tidak Ada lntemal Tehapan berjelan
lancar karena
s€su8i dengan
tahapan

Kasubag Teknb
& Hupmas

Malekssnakan
sesuai juknis
p€laksenean
tahapan

PKPU dan
Juknis lerbit
mend€kati
waktutahapan

Risiko
Operasional

Persentase KPU
Kabupaten Kota
Tomohon
melakganakan
Pemilu/Pemilihsn
yang aman dan
demei

Tidak Ada
Masalah

Tahapan
Pemilihan
berjalan aman
dan damai.
Presentase
100%

Kasubag
Toknis &
Hupmas

Tidsk Ada Ekstemal Tahapan berjalan
lgncsr, eman dan
damai

Kasubag Teknis
& Hupmas

Melaksanakan
sesuaijuknis
peleksanaan
tahapan

Potonsi
borubahnya
struktur
lgmbaga mitr6
(kepolisian,
kBjaksaan, dsb)
yan0 bsrisiko
untuk
mem6ngaruhi
koordinasiantar
l6mbaga

RBiko
operasional



Nilai Eveluasi atas
Akuntabilitas Kin6rja
KPU Kola Tomohon

Terdapat
k6gietan yeng
torsusun
dalam renstra
namun tidak
torsedie
Anggaren
ufltuk
dlaksanakan
s€hingga
rnempengaruhi
nilai eveluasi
alas
akuntabilitas
kn6rja

Nilai evaluasi
ata.s
akuntabilitas
kinerja KPU Kota
lomohon
dipengaruhi oleh
ketersediaan
AngSaran untuk
roelaksanakal
program dan
kegiatan yang
sudah disusun
dalam renstra

Kasubag
Program
dan data

Pandemicovid
19
mengekibatkan
dipangkesnya
anggaran di
dalam detil
kompon6n
akun sehingga
mengakibdken
ket6rbatasan
anggaran dan
kafiaten yang
sudah disusun
di dalam
renstra tidak
dapat
dileksenakan
sep6rti
contohnya rissl
kepsmiluan

int6rnal c Nilai evaluasi atas
akuntabilitas
kinerja KPU Kota
fomohon
dipengaruhi oleh
ketersediaan
Angga.ran untuk
oelaksanakan
program dan
kegiatar yang
sudah disusun
dalan renstra daI!
ditengah
keterbatasan
anggaran untuk
mencapai target
yang telah
ditetapkan harus
mengoptioalkan
Anggaran yang
tersedia

KPU KOIA
Tomohon

Melaksanakan
anggaran sesuai
juknis
peleksanaan
dengan
mengoptimalkan
anggaren yang
tersedia

nilai evaluasi
atas
akuntabilites
kinerja KPU
Kota Tomohon
b€rpotensiturun
ekibet tidak
l€rlaksananya
k€gialen yang
sudah di susun
d€lam r€nslra

resiko
p€ngelolaen

Jumlah Laporen
Keuangan KPU
Kola Tomohon yang
akuntabeldan
sesuai dengan
Standar Akuntansi
Pemerintah

Tidak Ada
Maselah

Sudah sssusi
dengan
Poraluran
Menteri
lGuerEen
Tenlang
Akuntabilitas
[aporan
Ksuangan

Kotua
KPU,
S€kretaris,
l<asubag
Keuangan,
Umum dan
Logistik

Tidak Ada lntemal Apabila jumleh
laporan keuangan
tidak sesuai
dengan Standar
Akur ansi
Pemerinteh
akuntabilites
leporan ksuangan,
maka akan
berdampak pada
p6nileian laPoran
kauangen

KPU Kota
Tomohon

Momahemi
r€gulasi
keuangan
dengan baik,
mombuat SOP,
dan
melaks€nakan
sesuai dangan
jumleh leporan
keuengan yang
telsh ditentukan

Adanya
parubahan
jumleh laporan
sesuai dengan
porminlaen

Resiko pada
pelaksanaan
pengelolasn
keuangan itu
s€ndiri



Jumlah Laporsn
Reformasi Birokrasi

P6mahamen
yeng mesih
terbalas terkait
polaporan
fttformasi
birokrasi

Penlingnya
Pomahaman
36Cara
menyeluruh
terkait regulasi
yang ada

KPU Kota
Tomohon

Belum
maksimalnye
sosialisasi
terkait
pelaporan
reformasi
birokrasi

lntemal 86lum
maksimelnya
pelsporan
Reformasi
Birokresi

KPU Kota
Tomohon

Memahami dan
meleksanaksn
re0ulasi terkait
reformssi
birokrssi
P€rpres No.81
Tahun 2010
l€nteng Grard
Dssign
R6formesi
Birokrasi20l G
2025

Jumlah laporan
reformasi
birokrasimasih
sangal lerbatas

Risiko
Operesional

Jumlah revisi yang
dilakukan terhadap
rencana kerja yang
telah diletapkan

Tidak ada
masalah

S6makin sedikit
satker
melakukan
revisiAnggaran
maka
perencanean
dinilai baik dan
untuk
mengoptimalkan
penyaftlpan
anggaran perlu
dilakukan revisi
oleh KPA

Kasubag
Program
dan data

tidak ada internal c

Melakuken revisi
snggsran
bermanfaat untuk
m€ngoplimalkan
rEalisasi anggarsn

KPU Kota
Tomohon

P6ncermalan
realisasi
anggaran
36cara berkala
untuk mencegah
terjsdinya pagu
minus Anggaran

rendahnya
realisasi dapal
diatasidengan
melakukan
revisianggaran

resiko
pengelolaan

Tarsedianye
Leyensn Sarana
dan Prasarena
untuk Momonuhi
K€butuhan Kerja
Pegawai yang
Berlungsi d€n9an
Baik

Layanan
Sarana dan
Prasarana
tslah
disesuaikan
dengan
anggeran
tersedia dalam
DIPA KPU
Kota Tomohon

Layanan sarana
dan prasarana
sengat penting
untuk
menuniang
kerja pegawai.

KPU Kota
Tomohon

Anggaran
layanan
sarena dan
prasarane
yeng t6rbatas

lntemal $arana dan
prasarane yang
maksimal akan
menunjang k6rje
pegawai

KPU Kola
Tomohon

Memaksimelkan
anggaren
layanan sarena
dan prasarana
untuk memenuhi
kebutuhan kcrja
pegawai.

Tarbatasnya
layanan sarane
dan prasarena
yeng
dibuluhkan

Risiko
Operasional



P6rsenlase sarana
transportasi untuk
m6ndukung kinorja
pegawaiyang dapal
dip€nuhi

Leyanan sar€n€
transporlasi
sangat ponting
untuk
menun ang
kinerja pegawai

KPU Kota
Tomohon

Anggaran
layanan
sarana
lramportasi
yang terbatas

lntemal Serana
transporlasi
maksimal akan
menunjang keria
p€gawai

KPU Kota
Tomohon

Memaksimalken
anggaren
sarana
transporlasi
untuk memsnuhi
kobuluhsn karia
pagswai.

Terbatasnya
layanan sarang
transporalsi
yan9
dibutuhkan

Risiko
Operasional

Persentase fasilitas
p€rkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang dapat
dipenuhi

fesililes
perkantoran
masih belum
memadai

Layanan
fasilites
p6rkanloran
yang memadai
akan sangat
mendukung
kinerja pegewai

KPU Kota
Tomohon

Anggeran
fasilitas
perkentoran
yang terbatas

lntemal Fasilitas
Perkantoran
meksimal akan
menunjeng kerja
pegawai

KPU Kota
Tomohon

Memaksimslkan
anggaran
fasilitas
p6rkantoran
untuk memonuhi
kebutuhan keria
pogarvai.

Terbalasnya
leyanan fasililas
perkantoran
yang
dibutuhkan

Risiko
Operasional

Persentese Gedung
dan Gudeng KPU,
KPL, Kota Tomohon
yang dapal dipenuhi

Sudah ada tapi
perlu di renofasi

Gudang
merupeken
sarana yang
sangat penting
untuk
menyimpan eks
logistik yang
masa retensinya
bersifal
permanon, serla
bareng-barang
milik n€gara
yang sudah
tidak digunskan
karena kondisi
rusak

kelengkapan
dokumen
unluk
mendapatkan
anggaran
rBnovasi
gedung kantor
dan Gudang.

lntemal Membutuhkan
anggaran unluk
renovasi Gedung
kanlor dan
Gudang.

KPU Kota
Tomohon

Membuet
Usulan
anggsran
l€rE\raigudang

Mem6riukan
ruangen
tambahan di
kantor untuk
menyimpgn
barang-bareng
yang samula
berada di
gudang

Rbiko
Opsrasion€l

Layanan
sarana
tlansportasi
masih gangat
t6rbatas

KPU Kota
Tomohon



Persentase

Penyelesaian
rekomendasiBPK,
BPXP dan
APIP yanS

ditindaklanjuti

Belum semua
rekomendasi
BPK dapat
dis6lesaikan

Adanya TGR
yang belum
sepenuhnya
disetorke kas
negara

KPU Kota
Tomohon

Pelunasan
TGR
merupeken
tan9gung
jawab dari
masing-mssing
yarE
bersangkutan

lntemal Hasiltomuan KPU
Kota Tomohon
akan tsrcatat
tsrus sampai ade
pelunasan TGR
tersobut

KPU Kota
Tomohon

Sekrataris dapat
msmberikan
ponjelssan
melalui sural
kepada masing-
mesing yang
ksna TGR untuk
dapat
melakukan
pelunasan

TGR akan telap
tercatat jika
b6lum eda
p6lunasan
s€c€ra
kes6luruhen
dari Satker
tersebul

Resiko dapat
berdampak pada
Satker dan
masing-masing
yang te*ait
didalamnya



PETA R]SIKO
Prof RhIollo

u.a Nilar Nilai
Tin*at
Risiko

1 2 3 4 5 6 7 I

1

P.rlblEr lr.lsa, Suat EdaEr Frp bau lrtlal
boHt( Fno lErus cep6t d!€aualon derEan

Fblseruartrya
K6cl 1

Maka pengEloben logia*ik
harus secepehya

fiEny€suaikan (bnoan irlnb
atau a!ftrt 6daran b6aru agcr
pobl(san3anya Lisa 4T + 'l E

O6p.t !.Jaktu. Tepet ie..ren,
Tepet Jurnbh, T€pal loelit 3,

dan Efisien)

1 1

1

dlaiarrlrdli ab akurrbllaa hrE F xPU t(fr
Tdmhon bmolecai tJrun ahH ti,.|(

E$aliinya la0idl lartr ad*rdi e,c(r|ddam
rersa

2 Rcnd
ah

t.!Lt n y.ng dd.t &prt
dllatsaneLn lallna

laEBediaan anggaran
ahpat dlg.ndlan dangan
albmatllLln yang l€blh
ell.bn sehlngge td.l

mangurangl olhot tang
dlhaslltan seperd contoh
Ieght n ris€t lang td.l
dllalaanatan dap.t dlcari
albmatll yang lalh dlng.n

n|c]npcl.iad dolun|Cn
Llanilr.n sabalutnF dan

t t sert PKPIJ

1

3
Abrya pdLtdran iudatr bp(f-aat sastd (lel€{t

pe.mhhan 1

F.rub€h.n illrlah bpori dari
lcm6nt6dan lcuanlan alan
hngEung dic€3lalzn oLh Tim
Panyu6un Laporan lGuan0an

1 1

tBl tsrnlan TGR &nEpgEatdi@ bdun
ad. peljrBsan s€6re k€€elrrulEn dan Sat'@r

blEehll
Ssde

ng
2

Tomuan berupa TGR tdak
dapatdihapusk n dan akan

terus tercatstdi Lapo.an
KeuangEn KPU Kota Tornohon

sampei dilakukan p€lunasan
atas TGR brssbut

sadrng 8 Sedang

5
TeIboE ya hyaan s.rarB dan praaararB yaE

1

Optim.liesi enggaIan untuk
nEftrang hFren aafdl. dm R€ndah 2 2

1

Oplimalissi anggcran untrt
rEn(rtsru bFrun lerEns d{t

pr3€arftrEr

1
TeGAya hfrgr 6alaaE FaaEpoaEri yr€

dtrrtlien6 rccr

7
Tedatasfiya b]rrEn HiE pe*adoran ya€

1

qlilBlbasi anggaEn unt*
tlEnunFng byBnan bdEa6

parkanb[en
2 1

18
M€nErlukan nE Ean tambahafl di kanbr uni*
nsyirFn brahgFbdluE yarE semia bg* di

$iary
1

Optifi Blbasa ang9ran unt*
rnonuniang pemolihataen

perkanbran

Juridr lapoGn rebrEi lil*r.i rEdh saEEt
1

PenEhalrEnbdladap tEgsbsa
brkait.atornEsi tirokr.d

$cala nEnyelt]'uh, b€ik dan
berEr

2 2

110
Rarxbhya r.alisai dapat dhtasi
d.rEanrEbkuran reviEi arEga.3n

Revig POK(bp6t dibkukan
ol€h Selsetari9 s€hlu K.Baa

PerEo(,ta ArEgeran sehnogE
eGktit&n efden

1 1

11
I!,lbllI}rcnn tEll(lhrtu Frtr ls!.D c.Fl

dbkukan Frryesuabn
r\eol 1

P6meharmn bfia&p Eguhsi
brkal !€cara fibnFl, Jl, ba* 1 1

T€rb86ry. ts3li6 pendri(lrrg FEdoEn
dotumenlrsi hl.l(Um yang dbrul€n 1

Qirnalisasi arEgaran untJk
nrnunFng Asnas p*antoan 2 2

13
P.ry.ts.n in6o.r.i hj(m y.lE bdlm Enatu
c.pd (ftGb6dGn rrEh hl'arE sbbftya irila.l

ibmel

Oplireh.si anggaran lmt*
nEnunFng p6ny6baran

inbrrE{ hukum
1 1

1

1

1

9

12

,|



14 P(PU dan JLasts b.tit rE d€l(aii rlraltu bhap€n 1
O ,r€ba, \ *tu pe.Ee.dan

P(PU dan J'rrmb TatBpan 1 1

15

PoGrEi berutehrrya stn*lu lembaga ritsa
(l(6po[sE'Il, keiJcaal, dsb) yd! b€rhiko u,tlk

nEnE qan i kmfllrBii dtar lento!6
Kecil I

O,rEha,Ko.rlftdiArta.
Len$ega jta ada penn6han

sfilti. oQanisasi
1 1

Range Warna Level Risiko

4 Ekstrim13-25

J Tinggi9-12

6-8 KUNING 2 Sedang

1-5 I Rendah

MERAH

BIRU

Rendeh

Rendah

ORANGE



INDIKATOR RISIKO

No Sisa Risiko Tingkat
Risiko

Prioritas
Risiko

Toleransi
Risiko

lndikator Risiko

lndikasi

1 2 3 4 5 6 7
1 nilai evaluasi

atas
akuntabilitas
kinerja KPU
KotaTomohon

berpotensi
turun akibat
tidak
terlaksananya
kegiatan yang
sudah di
susun dalam
renstra

kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan
karena ke{ersediaan
anggaran dapat
digantikan dengan
altematif lain yang lebih
efisien sehingga tidak
mengurangi orjtput
yang dihasilkan seperti
contoh kegiatan riset
yang tidak
dilaksanakan dapat
dicari altematif yang
lain dengan
mempelajari dokumen
kepemiluan
sebelumnya dan UU
serta PKPU

90%

2 Potensi
berubahnya
s1ruhur
lembaga
mitra
(kepolisian,
kejaksaan,
dsb) yang
berisiko untuk
memengaruhi
koordinasi
antar
lembaga

Optimalisasi Koordinasi
Antar Lembaga jika ada
perubahan struktur
organisasi

90%

Batas
Aman

5



RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

1

Prosentase
kegiatan
yang tidak
dapat
dilaksanakan
karena
ketersediaan
anggaran
dapat
digantikan
dengan
altematif lain
yang lebih
efisien
s6hingga
tidak
mengurangi
output yang
dihasilkan
sep€rti
contotl
kegiatan riset
yang tidak
dilaksanakan
dapat dicari
altematif
yang lain
dengan
mempelajari
dokumen
kepemiluan
sebelumnya
dan UU serla
PKPU

90%

diperluka
n
tindakan
untuk
mencari
altematif
yang
efeKif
dan
efisien
sesuai
ketersedi
aan dan
iuknis
pelaksana

anggaran

webinar
dan sharing
knowledge
dsngen
menggunak
Ettl

anggaran
yang efektif
dan efisien

laporan
hasil
kegiatan

bulana
n

lGsubag
Program
dan Data

2 Optimalisasi
Koordinasi
Antar
Lembaga iika
ada
perubahan
struktur
orgenis€rsi

9Oo/o

Diperluka
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Ditetapkan di Tomohon

Padatanggal 12 Apnl 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

I"tD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
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